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Layanan.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah
mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
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Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan;

bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan
kepada Menteri Keuangan Nomor
TAN.03.01/212A/D.II.LM.EKON/03/2020  tanggal 31
Maret 2020 dan TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2020
tanggal 20 Mei 2020, telah menyampaikan hasil
kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada
tanggal 30 Maret 2020 dan 20 Mei 2020 yang salah
satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk
melakukan perubahan tarif layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
pada Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui Surat
Nomor S-112/DPKS/2020 tanggal 9 April 2020 dan S-
153/DPKS/2020 tanggal 21 Mei 2020 juga telah
menyampaikan usulan revisi atas tarif layanan dimaksud
kepada Menteri Keuangan;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor
S-51/MK.5/2020 tanggal 13 April 2020 dan S-
69/MK.5/2020 tanggal 21 Mei 2020 hal Permohonan
Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, telah
menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang
dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;
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bahwa berkenaan dengan huruf b sampai dengan huruf
d, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
pada Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
pada Kementerian Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan,;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 915);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN
KEUANGAN.

Pasal 1
Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor
Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau Produk

Turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan.
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Pasal 3

Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terhadap barang ekspor berupa barang/produk

campuran yang berasal dari CPO dan/atau produk

turunannya dapat dikenakan pungutan yang mengacu
pada Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang

berasal dari CPO dan/atau produk turunannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), meliputi:

a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis
barang/produk yang dikenakan pungutan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan/atau

b. campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan
pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk
yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume
dan/atau berat komponen barang/produk yang
dikenakan pungutan lebih besar dari komponen

barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

Pasal 4
Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a
ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku
dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak



